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Cegah Antrean BBM

DPR Minta Pemerintah
Tingkatkan Pengawasan

Senayan mendorong Pemerintah mengevaluasi
penyebab antrean dan kelangkaan Bahan Bakar
Minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Indonesia.

ANGGOTA Komisi XII DPR
Cheroline Chrisye Makalew me-
neatakan, identifikasi penyebab
kelangkaan itu perlu dilakukan
agar solusi yang diambil sesuai
dengan kondisi di lapangan. Ke-
menterian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM), Badan
Pelaksana Hulu (BPH) Migas,
dan Pertamina mesti duduk bersa-
ma agar persoalan inl bisa segera
ditangani.

"Jangan sampai masyarakat
terlalu lama menunggu tanpa
kepastian,” kata Cheroline di
Jakarta, Kamis (22/10/2028).

Sebelumnya, kelangkaan BBM
ditkuti antrean panjang kendaraan
terjadi di berhagai Staslun Pengi-
sian Bahan Bakar Umum (SPBL),
khususnya di Bali. Kondisi terse-
but membuat masyarakat ha-
rus menunggu berjam-jam untuk
mendapatkan BBM, bahkan
memunculkan kekhawatiran me-
ngenal ketersediaan bahan bakar
uniuk kebutuhan sehari-hari.

Namun, Menteri Koordinator

{Menko) Bidang ilitisas! dan
Transisi Enetai Bahlil Lahadalia
memastikan, cadangan BBM
nasional dalam kondisi aman
di tengah ketidakpastian global.

"Cadangan nasional kita untuk
Pertalite itu 16 sampai 18 harl.
Untuk vang RON 92, RON 95,
RON 98 itu di atas 20 hari semua.
Termasuk solar kita semua di atas
20 hari,” kata Bahlil usai rapat te-
batas dengan Presiden Prabowo
Subianto di Istana Kepresidenan,
Jakarta, Senin (19/10).

Cheroline melanjutkan, kepas-
tian pasokan dan ketepatan
wakiu pengiriman BBM menjadi
fakior utama yang perlu diperha-
tikan. Juga pemantauan kondisi
di SPBU perlu diperkuat agar
potensi kekurangan pasokan
dapat terdeteksi lebih awal dan
segera diantisipasi.

Menurut Cheroline. koordinasi
yang efektif antarpihak terkait
diperlukan untuk mencegah per-
soalan distribus! berlarut-larut. Di
saat yang sama, masyarakat perlu
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Cheroline Chrisye Makalew

memperoleh informast yang jelas
mengenal kondisi pasokan BBM
sehingga tidak menimbulkan
keresahan akibat ketidakpastian.
Berbagai persoalan ini. kata
dia, bisa menjadi bahan evaluasi
bersama untuk membenahi taia
kelola BBM ke depan. "Sehingga,
kita tidak perlu terjebak dalam
saling menyalahkan, tetapi fokus
mencari jalan keluar terbaik,”
tegas politisi Nasdem ini.
Namun, Cheroline mengingat-
kan, persoalan BBM tidak sema-
ta-mata herkaitan dengan sektor
energi, letapi juga berpengaruh

terhadap aktivitas ekonomi dan
pemenuhan kebutuhan sehari-
hari masyarakat. Karena itu,
ketersediaan pasokan, ketepatan
penyaluran, dan kualitas pe-
layanan mesti menjadi perhatian
bersama.

la berharap, evaluasi yang
dilakukan dapat menghasilkan
lanokah konkret untuk mempet-
baiki sistem distribusi dan mem-
perkuat pengawasan di lapangan.
Dengan demikian, masyarakat
dapat memperoleh BBM secara
lebih mudah, tanpa harus meng-
hadapi anteean berkepanjangan
akibat kendala pasokan yang
tidak segera ditangani. “Yang
paling penting, pasokan BEM
terjaga, penyalurannya tepat sa-
saran, dan masyarakat mendapat-
kan pelayanan yang baik." tandas
legislator asal Papua Barat ini.

Anggota Komisi VI DPR
Dewl Juliani menambahkan,
Pemerintah Daerah (Pemda),
Pertamina, hingga instansi terkait
perlu memperkuat koordinasi
dan mengidentifikasi hambatan
distribusi BBM serta menin-
daklanjuti setiap indikasi pe-
langgaran berdasarkan bukii. [1al
iru diperlukan untuk mengantisi-

pasi harnbatan masyarakat dalam
mendapatkan BBM di SPBU.

Ketersediaan kuota BBM, kata
Dewi, semestinya diikuti penya-
luran yang berjalan baik agar
kebutuhan masyarakat terpenuhi
tanpa anirean panjang di SPBU.
"BBM mesti tersalurkan secara
transparan, tepat sasaran, dan
sesual peruntikannya demi ke-
pentingan masyarakat," tandasnya
di Jakarta, Kamis [22/10/2026)

Menurut Dewi. hal vang perlu
dipastikan adalah soal alokasi
yang tersedia benar-benar tersal-
urkan secara optimal, distribusi
berlangsung hingga ke SPBU,
hingga faktor yang membuat
masvarakat masth sulit mem-
peroleh BBM. Karena itu, per-
lunya pengawasan distribusi,
evaluasi mekanisme penyaluran,
dan koordinasi antarpihak agar
BBM tersedia serta tersalurkan
sesual peruntukannya.

Cvaluasi itu, menurut dia, me-
rupakan hal penting agar penam-
bahan kuota benar-benar berdam-
pak nyata hagi masyarakat. " Jadi
bukan sekadar menambah angka
alokasl tanpa menyelesatkan
persoalan antrean,” tutup politisi
PDIP ini. mTiF
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